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KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 050/ 2( /BPBD. IV/X1/2021
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik , dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
menetapkan Standar Pelayanan ;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar
Pelayanan untuk jenis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kotawaringin Barat ;

Mengingat : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan
atas Undang- undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The
Rights of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

f.  Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475);



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

h.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736);

i.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomeor 215, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5357);

J. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

I Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 50);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

n. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2019 Nomor 48);

0.  Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan Publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Standar pelayanan Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.



KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah seperti
terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/
pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat
pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KEEMPAT  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : fANopember 2021

IP 19730815]999031012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat
Cq. Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
di Pangkalan Bun

2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

3. Arsip



